
BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TE}IGAH

PERATUMN BUPATI KATINGAN
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

SERTA DISIPLIN PEGAWAI HARIAN LEPAS DAN HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPII,TEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka
telah ditetapkan Peraturan Etupati Katingan Nomor 54
Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Umum pengangkatan
dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan;

b. bahwa sehubungan dengan adarrya perubahan
beberapa ketentuan tentang pengangkatan,
Pemindahan Dan Pemberhentian serta Disiplin pegawai
Harian l,epas dan Honorer cti Lingkungan pemerintah
Kabupaten Katingan, maka Peraturanr Bupati Katingan
Nomor 54 Tahun 2Ol4 perlu dilakukan perbaikan dan
penyesuaian dengan perkembangan yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kalingan tentang
Pengangkatan, Pemindahan Dan pemberhentian Serta
Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer di
Lingkungan Pemerintah Kaburpaten Katingan;

Mengin$at : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tz*run 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagainrana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor L6g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, I(abupaten pulang pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Nomor 157, Tarnrrahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a5g6);4' undang-urd*g 
-Repubrik 

Indonesia Nomor {i Tahun2Ol2 tentang pemilihan Umum 
- 
Oi*.o DewanPerwakilan RSkyat, Dewan perwakilan-baerah, danDewan perw.akilan 

l.l<y"t^ pagrah il**U.r* NegaraRepublik Indonesia Tahun 2or2 No*t. iii, TatnbahanLembaran NgSara Republik Indonesia N*o, SSt6);5. Undang-Undang Nomor S Tahun 2OL4 tentangAparatur Sipil N^egara (kmbaran Negara n"puUff
Indonesia Tahun zol4 Nomor 6, Tambalan kmbaran

_ lYegara Republik Indonesia Nomor Saga\6' Undang-Undang Nomor 2a rahun 2or4 tentangPemerintahan Daerah sebalgaimana terah diubah
beberapa kati dengan Undang_Undang No*o, g i;;2015 tentang perubahan Keclua atas-undang-unaanj
Nomor 2s rahun 2oL4 tentang pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik In-cronesia Tahun 2orsNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56T9l;

7. uldang-ur{*g Nomor go rahun 2or4 tentang
Administrasi p-emerintah (kmbaran Negara RepubtfIndonesia Tahun 2or4 Nomor 2g;, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s601);8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2or4 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol4 Nomor 2gg, Tambahan Lmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56OTI;9. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 rahur, 2003 tentangWewenang pengangkatan, pemindaharr, dan
Pemberhentian e9s1w1i Neged Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nbmor l9g);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun zrjo+ tentang
Larangan Pegawai Negeri sipil Menjadi Anggota partai
Politik (Lembaran Negara Republi[ tndoriesia Tahun
2OO4 Nomor L28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44aO\

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2ooz tentang
Pembagian umsan pemerintzrtran Antara pemerintah]
Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kapupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ooz Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a7371;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2oL6 tentang
Perangkat plerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2oL6 Nomor tt4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5gg7);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2o1o tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negarl
Republik Indonesia Tahun 2oro Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun zooz tentang standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
?_00q tentang Pembagian Urusan pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan pemerintah Kabupaten Katingai
(Lembaran Daerah Kabupate, Katingan Tahun 2oog
Nomor 3);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun2011 tentang perubairan atas peraturan DaerahKabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 200g tentangorganisasi dan Tata Kerja sekretariat 
- 

Daeiah ;;sekretariat Dewan perwakilan *"ro", DaerahKabupaten 
-Katingan (Lembaran oaerai Kabupaten

_ _ Katingan Tahun 2Ol1 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor g Tahun2all tentang perubahan atas peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2oog tentang
organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatei
Katingan (kmbaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2OLL Nomor 4);

18. Perattrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas perattran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2oog tentang
organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan
sekretariat Dewan perwekilan Rakyat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembrrran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 20lS Nomor 52);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor S Tahun 2O0g tentang
organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Kabupaten
[{atingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2015 Nomor 53);

2o. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor g rahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor a Tahun 2OOg tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 54);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
20LS tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupate,n Katingan Tahun 2015
Nomor 55);

MEMUTUSI(AN :

MenetaPITAn : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHEI,ITIAN SERTA DISIPLIN
PEGAWAI HARIAN LEPAS DAN HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Br.rpati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaracm urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-l'uasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
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5 Bupari adalah Bupati Katingan.
6' sekrdtariat Daerah selanjutnya disebut setda, adalah unsur stafperrlerintah daerah.
7' seltietaris D-3e1ah selanjutnya disebut sekda, adalah sekretari$ DaerahKabupaten Katingan.
8. Seltretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disebut

selttetariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap Dewan perwakilan
Rakgat Daerah.

9- Dirlas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah,
19 trryU3g-a Teknis Daerah adal-ah unsur pendukung tuja" kepala daerah.
1 1. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon lt.ilberla" di bawah dan

bertanggungiawab kepada bupati dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang bertugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis fepada - bupati sesuai
Keanlrannya.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD
adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 6mbaga
Teknis Daerah, Rumah sakit umum Daerah, Kecamatan/Kelurahan.

I3.BLUD adalah Badan Layanan umum Daerah atau unit Kerja pada
RSUD Mas Amsvar Kasongan yang dibentuk untuk memberikan
pelavanan kesehatan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip
efisiefl si dan efektivitas.

14. Pegawai Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat
Pembina Kepegawaian untuk membantu tugas-tu[as pemerintahan
yang penghasilannya di bebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

15. Pegawai Honorer adalah Pegawai Honorer Kategori 2 (K2l yang diangkat
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian unttrk nrelaksanak; tugas-tugas
tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menladi
lephn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

16. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi lugas-tugas yang
sarrtel atau berhubungan satu dengan yang lain, dan v""gpelalasanaannya membuiuhkan kecakapin, pengetahuan, keterampitai
darr kemampuan.

tz. Kualifikasi Pendidikan adalah tingkatan pendidikan khusus untuk
melnperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk memegang suahr
tan$gung jawab atau menduduki jabatan.

18. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseofang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
dipetJtrkan dalam pelaksanaan tugas jabzrtannya, sehingga dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

19. Staddar Kompetensi adalah ukuran minimal atau nilai ambang batas
terehdah terkait kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku.

20.GEilUpah adalah hak pegawai/honorer yang diterima dan clinyatakan
dalatrr bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi keria kepada
pegawai/honorer yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perj aliiian kerj a, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

21. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang 
-*"*prlrry"i 

kewenangan
mengdngkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai Negeri
berdesarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEGAWAI HARIAN LEPAS DAN HONORER

Pasal 2

(1) Pegawai Harian Lepas dan Honorer terdiri dari :

a. Pegawai Harian Lepas dan Honorer; dan
b. Pegawai Harian Lepas dan Honorer Khusus.
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(2) i'cgawai Harian Lepas dan Honorer sebagainrana ciimaksud pada a.y;tt(1) hUruf a, mcliputi:
a. Euru;
b. penyuluh;
c. tenaga pendukung lainnya :

l. Administrasi;
2, Operator Komputer;
q. operator Layanan Pengadaan sistem Elektronik (LpsE);
4, operator Lampu Penerangan Jalan utama (LPJU), pertrbangkit

Listrik Telaga surya (PLTS) Terpusar dan pembangkit Listrik

q. operator sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
6, Operator AIat Berat;
7, Operator Mesin Rotan;

I' Analis/Teknis (sesuai sertifikasi dan laralifikasi bidangnya);
9. Petugas Ketertiban (Satuan polisi pamong praja);
10. Petugas Pemadan Kebakaran;
11. Satuan Pengamanan (Satpam);
12. Petugas Pemungut Retribusi;
13. Pemandu Wisata;
14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal

(LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan perairan
(LLASDP);

1 5. Petugas Kebersihan;
16. T\rkang Kebun;
17. Sopir/Motoris;
18. Operator Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
1 9. Analis Laboratorium;
2Q. Pengambil Sampel;
21. Pengolah Sampah;
22. Tenaga Furniture Rotan;
13. Retugas Perbenihan dan Budidaya Ikarr;
24. Renjaga Situs (Benda Cagar Budaya);
25. Tenaga Pelatih Musik;
26. Tenaga Pelatih Tari;
27.Bidan;
28. Perawat;
29.Tenaga Gizi;
30. Sanitarian (Tenaga Kesehatan Lingkungan) ;
0 I . Tenaga Kefarmasiarr;
62. Tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM) ;
03. Perawat Gigi;
'04. Tenaga Promosi Kesehatan;

d. "fenaga 
Ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diatur lebih
lanj,Ut dengan Peraturan Bupati tentang P,egawai Harian Lepas clan
Hortorer Khusus (Kelangkaan Profesi).

BAB III
JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDII(AN

, Pasal 3

(1) Jenjang Pendidikan Pegawai Harian Lepas dan Honorer terdiri dari:
a. SD Sederajat;
b. SLTP Sederajat;
c. SLTA/D.I Sedera-iat;
d. D.rrlD.rrr
e. Strata Satu (Sl)/D.IV;
f. Strata Dua (S2)/ Spesialis.

(3)
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(2) Je3is Jabatan yang dapat diisi oleh pegawai
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2pendidikan.

I{arian Lepas dan Honorer
adalah sesuai jenjang

(3) Perrgisian J*3t"r, pegawai Harian Lepas dan Honorer berjasarkanjenjang pendidikan yaitu :a' Euru, dapSt diisi dengan pendidikan setingkat strata satu (sr)dan/atau Strata Dua (S-2);
b' [enyuluh, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.IV dan/atauStrata Satu (St);
c. tenaga pendukung lainnya :

1. Pengadministrasi, dapat diisi dengem pendidikan setingkat
SLTA/D. 1, D.IIID.IIr;

2- operator Komputer, dapat diisi dengan pendidikan setingkat
SLTA/D.I, D.IIlD.III;

3. operator Layanan pengadaan sistem Elektronik (LpsEl, dapatdiisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV aan/atau Strata
Satu (S1);

4. operator Lampu penerangan Jalan Utama (LPJU), penrbangkit
Listrik telgsa surya (prrs) Terpusat dan pemb'angkit LiJrik
Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dapat diisi dengan lendidikansetingkat sLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau strata satu 1st;;5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SrAq,
dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.IIID.IiI;6, o_perator Alat Berat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat
SLTA);

7. Operator Mesin Rotan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat.- SLTA;
6. Analis/Teknis (sesuai Sertilikasi dan Kualifrkasi bidangnya),, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III;
9, Petugas Ketertiban (sahran polisi-pamong prqia), dapat diisi
, , dengan pendidikan setingkat SI,TA sederajag
10. Petugas pemadam Kebakaran, dapat aiisi' dengan pendidikan
i , setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA Lederajat;
ll.satuan Pengamanan (satpam), dapat diisi dengan pendidikan
, 

^' 
setingkat SLTA sederqiat;

12. Petugas Pemungut Retribusi, dapat diisi dengan pendidikan
: setingkat SLTA;
13. Peman$r1 _Wisata, dapat diisi dengan pendidikan setingkat
; ! SLTA/D.I, D.IIID.III, dan/atau D.IVlStrata Satu (S1);
14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), L,alu'Lintas Terminal

(LLT) dan Lalu Lintas Angkutan sungai, Danau dan perairan
(LLASDP), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I,
D.IIID.III, dan/atau D.IV;

lU, Petugas Kebersihan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD,
.r SLTP dan/atau SLTA Sederajat;

16, ttukang Kebun, dapat diisi dengan pandidikan setingkat SD,
, SLTP dan/atau SLTA Sederqiat;

17. sopir/Moioris, dapat diisi dJngan pendidikan setingkat sD, sLTp
dan/atau SLTA Sederajat;

18. operator sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dapat diisi
- ^ 1"",g3r, pendidikan setingkat D.III dan / atau strata satu lsty;
19. Analis Laboratorium, dapat diisi dengan pendidikan setingkat

D.III dan / atau Strata Satu (Sl);
20. Pengambil Sampel, dapat diisi dengan pendidikan

dar, / atau Strata Satu (S1);
21. Pengolah Sampah, dapat diisi dengan pendidikan

dan/atau SLTA Sederajat;

setingkat D.III

setingkatsLTP
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:' 3;ti-3-Htlrie Rotan, dapat diisi deflgan pendidikan seringkat
23' petugas peibenihan dan Budidaya rkan, dapat diisi dengan:. pandidikan setingkat SLTA Sederajat;
24. Penjaga situs te""{1 c.s;-E"duy"), dapat diisi dengan, pendidi$+ setingkat SD Sedirajat;
25' Tenaga Pelatih Musik, a"p"t aii.i dengan pendidikan seringkatj SD Siderajat;
26' Tenaga Pelatih Tari, dapat diisi dengan pendidikan setingkat sD, Seder4iat.
2z 'eiaan' dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, DIV, strata.. satu (sr), serta mempunyai surat rzinKeq.a"Bid*iJsrxel;
28.perawat, dapat diisi'.g."er" p""iiJL."'':;;&i D.rrI dan /atau Strata Satu (Sl+11s1.;.
29. Tenaga Gizi dapat dirrr-d;;gan pendidikan setingkat D.III, DIV,dan atau Strata Satu (Sl);
30' sanitarian (Tenaga 5:.**l I jngkungan), dapar diisi denganpendidikan-setingkat D.III, DIv, da; atau strata batu (s1);3L'Tenaga Kefarmasian_, dapat dlisi deng*" pi"iiail"" setingkatD.III, DIV, dan atau Strata Satu (S1);
32. Tenaga Kesehatan lt3srTakai [srl4,_ dapat diisi denganpendidikan setingkat D.III; DIV, dan'atau strata satu (sl);33. perawat Gigi, dapat diisi.dengan pendicrikan ;;hGi;"t D.III, DIV,, dan atau Strata Sahr (Sl);
34. Tenaga promosi Kcsehatan, 

^ 
dapat diisi dengan pendidikansetingkat D.-I[, DIV, dan atau StraL Satu (S1); 

e---
d. Tenaga. Atrti lainnya' sesuai kebutuhan, dapat diisi denganpendidikan setingkat strata satu (sl) dan/atau strata Dua (s2).

BAB IV
PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagran Kesahr
Pengadaan

Pasal 4

(1) Pen$edaan Pegawai Harian Lepas dan Honorer dilakukan berdasarkanhasil verifikasi, validasi, serta penilaian oleh Timlp""iti. pengadaan
Pegawai H1l* Lepas' dan Honorer terkait kebutuhan tambahanpegaWai berdasarkan usul dari SKPD ;

(2) Peng34t^t, Pegawai Harian Lepas dan Honorer dilakukan secara selektif
T1"1,91, m.ekanisme seleksi dan p""ii"i"r, kompetensi, denganmemperhatikan kebutuhan jabatan, kuarifikasi pendidlk;; dan sesuai
9."g3lr- hasil perhitung""_ r."uutirt.ri--fega*ai berdasarkan hasilAnalisis Jabatan dan Anatsis Beban x[r:a p"**i"t"t KabupatenKatirlgan, serta ketersediaan anggaran;

(3) Analisls Jabatan dan Analisis Beban_Keda yang dimaksud pada ayat (21

111{, !1sil migrasi ,-ior*."i pemlrintarr Kabupaten Karinganmengg;tfnakan aplikasi e-formasi yang difasilitasi or^en 
-xementerian

Pendaiagunaa' Aparatur Negara aan ncrormasi Birokrasi;

(a) Mekanisme seleksi dan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksudpad-a ayat (21 dilaksanakan dengan mengedepankan asasprofesionalisme, keterbukaan, dan at<untalilitas;

(5) Proses seleksi dan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud padaayat (2) difasititasi oleh rembaga teknis dierah y;;;"muidangi
kepegawaian, serta dapat dibantu oleh sKpD, lembaga p.L".i"t"r, atau

Page 7 of 19



lembaga swas_ta lainnya yang berbadan hukum spesialisasi bi<iangSumber Daya Manusia;

(6) Tirl seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkandenlan Keputusan Bupati.

sal 5

(1) Perslaratan Umum Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Harian Lepas
dart Honorer:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Tidak pernah dihukum penjara atau kururegan berdasarkan putusan

pingadilan yang telah rnempunyai kekuatan hukum yang tetap,
karena suatu tindak pidana kejahatan;

c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;

d. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
Berkelakuan baik;
Sehat jasmani dan rohani;
Tidak menjadi anggota, dan atau pengurus partai politik;
Penyandang cacat dapat melamar formasi yang sesuai dengan
sSiesifikasi kemampuannya yang tidak terpenganrh karena
ket€rbatasan fisiknya;

i. IjaZqh yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah
atau Perguruan Tinggr Negeri dan/atau ljazab yang diperoleh dari
Sekolah atau Perguntan Tinggr Swasta yang telah terakreditasi
dan/atau telah mendapat iliin penyelenggaraan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau
pbjabat lain yang berdasarkan peraturan penrndang-undangan yang
bedaku berwenang menyelenggarakan pendidikan; -

j. \azah yang dipiroleh dari Perguruan Tinggr swasta setelah
bedakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
L84 lu l2ooL tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Petnbinaan Program Diploma, Sqrjana dan Pasca Sarjana
di Perguruan Tin[gi, yang belum t"r""r,Lrm i$in penyelenggaraan dari
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pphdidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-
uhdangan berwenang menyelenggarakan pendidik;n, harus
rtelampirkan surat keterangan/pernyataan dari Pimpinan Perguruan
Tit ggr yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan
telah mendapat ijin penyelenggara€m dari Menteri yang
ntqnyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau
pbjabat lain yang berdasarkan peraturan perurOang..undangan
behvenang menyelenggarakan pendidikan dengan menyebutkan
t4$Egal dan nomor kepuhrsannya;

k. Ije2i*r yang diperoleh dari Sekolah/Pergtrruan Tinggi Luar Negeri
hArtrs mendapat penetap€rn penyetaraan dari Panitia Penilaian ljaz,ah
Lqiif Negeri Kementerian ptnaiaiUn Nasional. Khusus di Uiaang
Keagamaan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian
Ijaueh Luar Negeri Kementerian Agama dan bagi bidang Kesehatan
peiietapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penitaian ljazah Luar
Negeri Kementerian Kesehatan;

l. ljaza}: yang digunakan pelamar adalah ijazah tertinggi, apabila
terdapat iiazaJa yang lebih tinggr maka ijaza}r yang diakui apabila
pelamar diterima menjadi Pegawai Harian Lepas dan Honorer adalah
ijazah yang sesuai dengan formasi yang dilamar dan ijazah yang lebih
tinggr tersebut tidak dapat diakLli, kecuali atas kebutuhan organisasi.

e.
f.
ob.

h.
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(2i Pr:n;l'aratan khusus Peserta Seieksi Pengadarrn pegawai Harian 6pas
clirn lfonorer :

a. lJr$ia .paling rendah 18 .(derapan betas) tahun dan paling tirgg,qS (tiga 
-puluh lima) tahun_ 

_ 
pada tanggal pengangkit"" , sebagai

Pegawai Harian Lepas dan Honorer, p"rt it"rrg"i 
"ii, Jid".;k-;

l*9". tang.gal lahir yang tercantum dalam ijazah yang aisunak;
untuk melamar sesuai dengan syarat kualilikasi iend-ididn p"J"
{ortnasi jab_atan yang dilamar serta pengecualian bagi pelawai Harian
Lepas dan Honorer pada formasi jabltai tertentu sesuai [ebutuhan;

b. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) hirri*"I 2,50 untuk semua formasi
dan kualifikasi pendidikan, kecuali rrntuk jabatan Dokter Spesialis,
Dokter Umum Pertama, serta kualifikasi pindidikan setingkat SLTA
ke bawah tidak ditentukan IpK;

Pasal 6

Selain melalui tahapan seleksi dan pemenuhan persyaratan umum maupun
khusus sebagaimana dimaksud pada pasal s ayat (1) dan ayat (21, kepada
peserta seleksi pengadaan Pegawai Harian Lr:pas dan Honorer akan
diiakukan penilaian kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi
jabatan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Pasal 7

(1) Tim/Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Harian Lepas dan Honorer
mengolah hasil ujian dan menyusun perin gkat/ ranking yang diurutlan
dari perolehan nilai tertinggi sampai yang terendah dalam benhrk Daftar
Peringkat Nilai;

(2) Dafter Peringkat Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) akan
di3adikan sebagai acuan dalam penentuan peserta.iii"r, VanS dinyatakan
lulu6 dan diterima sebagai Pegawai Harian kpas dan Honorer;

(3) Pesd$a ujian yang dinyatakan lulus dan rliterima sebagai Pegawai
HariFh Lepas dan Honorer ditetapkan oleh Bupati Katirigan sEtat u
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

Bagran Kedua
. Pengangkatan

pasal 8
ll

(1) Pimplnan SKPD atau Pejabat berwenang lainnya yang dihrnjuk,
melaksanakan dan menetapkan keputusarl pengangkatan peserta
selelisi pengadaan Pegawai Harian kphs dan Honorer yang dinyatakan
lulus dan diterima sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bupati
Katirlgan;

(2) Pimpiiiran SKPD atau Pejabat berwenang lainnya yang ditunjuk,
membuat Surat Perj anj ian Kerj a/ Kontrak Kerja;

{3} Keputtlsan Pengangkatan Pegawai Harian Lepas dan Honorer berlaku
sampai ada Surat Keputtrsan Pemberhentian dan Surat Perjanjian
Kerja/Kontrak kerja sebagarmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berlaku untuk 1 (satu) tahun Emgga.ran;

(4) Pimpinan SKPD atau Pejabat berwenang lainnya dapat ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati tentang Perrdelegasian Kewenangan
Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Harian Lepas dan Honorer.
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Pasal 9

(1) Pengangkatan kembali pegawai Harian Lepirs dan Honorer, denganmempertimbangkan :

Kebutuhan organisasi;
Ketersediaan dana/ anggaran;
Pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterermpilan yang dipetlukan;
setiap unsur penilaian prestasi keda (angkai nit"it 'sekurang-
ltlrrangnya bernilai baik yang ditetapkan oleh Kepala sKpD;
Kesehatan jasmani dan rohani;
Usulan pimpinan unit kerja yang selanjutnya diverilikasi dan validasi
serta mempertimbangkan penilaian Tim/panitia pengadaan pegawai
Harian Lepas dan Honorer terkait kebutuhan tarnbahan pegawail

(2) Usulan pimpinan unit kerja mengenai permohonan pengangkatan
kembali Pegawai Harian L,epas dan Honoier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan melampirkan :

a. Fotocopy keputusan pengangkatan sebagai pegawai Harian Lepas
dan Honorer yang pertama sampai dengan yang terakhir, d.r,
dilegalisir oleh Pimpinan SKPD atau Pejabert berwenang lainnya yang
ditunjuk;

b. Fotocopy ljazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
c. Asli Daftar Penilaian Prestasi Keda/sasaran Kerja-pegawai;

(3) Penilaian Prestasi Keda Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf d formatnya dibuat dengan berpedoman pada peraturan
Pemdrintah Nomor 46 Tahun 2OLL tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegdwai Negeri Sipil.

Pasal lO

Pegawal Harian Lepas dan Honorer tidak dapat secara langsung diangkat
sebagai . Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (p3K), teiapi
diharuskan mengikuti tahapan seleksi yang mekiurism""vi ditentukan oleh
Pemerifltah Pusat.

Pasal 11

Apabila dipandang perlu atau berdasarkan penilaian Tim/Panitia
Pengadaah Pegawai Harian kpas dan Honorer menyatakan bahwa
pemberdayaan Pegawai Harian Irpas dan Honorer sudah tidak efektif,
maka altan dilakukan pengurangan atau rasionalisasi dan keseluruhan
Pegawai Harian Lepas dan Honorei akan diseleksi kembali.

, Baglan Ketiga
Pemindahan

Pasal 12

(1) Pemindahan Pegawai Ha.rian Lepas dan Elonorer dapat dilakukan,
apabila :

a. Penyederhanaan Organisasi;
b. Pengurangan atau rasionalisasi jumlah Pegawai Harian Lepas/

Honorer Pegawai Pemerintah Dengan Perianiian Keria;
c. Berdasarkan perhitungan dan penilaian Tim/Panitia Pengadaan

Pegawai Harian Lepas dan Honorer y.ang menyatakan bahwa

a.
b.
c.
d.

e.
f.
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f,H|/"y,"t' 
Kerja terjadi kelebihan Peg,awai Harian Lepas dan

d. Pegawai .Harian Lepas dan Honorer yang tenaganya (memilikiketerampiran/ tearriianl ."ggr{i""J jete4aan f,JJrt.l sangatdibutuhkan oteh SKpo/unit k"{; fi;;ya
..:,.,

(2) Pernindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (r), tetapmemperhatikan :

3. t(etersediaan formasi pacra sKpD/unit Kerj*;
b. Kbtersediaan Ernggaran pengg4iian ic' I(esesuaian antara formasll.Urt"r, dengan kualilikasi pendidikanyang ditetapkan untuk jabatan tersebut;
d. Kecakapan, keahlian, dan keterampilan;
e' Berdasarkan 

. 
perhitungan dan penilaian Tim/panitia pengadaan

l_"91*"i Harian Lepas dan Honorer yang menyatakan bahwasKPD/Unit Kerja kekurangan pegawai Harian Iepas dan Honorer;

(3) Pemindahan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas keda,menciptakan keseimbangan. komposisi frekerj""r, 
'"t o l"u"t".r, sertamemperluas atau menambah pengetahuan pigawai Ha.i; Lepas danHonorer dengan persetujuan BupaI Katingan;

(a) Kelerrgkapan administrasi Pemindahan pegawai Harian 6pas danHonorer, antara lain :

Y__1,,.yl 
pemindahan dari pimpinan SKpD/Unit Kerja;

Fdtocopy keputusan pengangkatan sebagai pigawai Harian Lepas
*" !fopor91 yang pertama sampai dJngan yang terakhir, dandilegalisir oleh Pimpinan sKpD atau pejabaiberwenErng lainnya yangdltunjuk;

Iblg:or-y liy,f..yang_telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
Asli Daftar penilaian prestasi ri4a7 sa".r"rr"K"rja eegawai;
SUfat Keterangan Ketersedian Anggaran.

Usul . pemindahan Pegawai Harian 6pas dan Honorer tersebut
:l*r",tf :T"" diverifikasi dan divalidasi serta dilakuk; penilaian
terlcdlt kebutuhan/ ketersediaan formasi pegawai;

Keputlsan PengangkatanPegawai Harian kpas dan Honorer ditetapkan
o13h, punati, pada sKpD/iinit Kerja yan; membutuhk;/menerima
setelan semua ketentuan/prosedur sebagaimana tertuang pada ayat (l),
ayat (2f , (3), (4), dan (S) t".p"".rt i;

pasal 13

Pegagal HT.l Lepas dan Honorer yang meningkatkan kualifikasi
l"rol.tLk"l ke jenjang lebih tinggr atau memiliki iura setingkat lebih
Itggt tlari yang tercantum dd.f surat Keputusan pengangfatannya,
hanyet , dapat 

- dilakutan pada awal r"nrn Anggaran karena
menyestaikan dengan ketersediaan anggaran terhad"p g!i7 

"p.rr.
Perubahan / Penyesuqan/ Peningkatan Kualilikasi pendidikan ke j enjangyang lebih tinggr tidak dapat dilakukan terkecuali bagi pegawai Harian
Lepas dan Honorer yang formasi jabatannya memungtlnki atau sesuaidengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapfan untuk jabatan
tersebut, sebagaimana telah diatur pada pasat 3 ayat (3) peraturan
Bupati Katingan ini.

a.
b.

c.
d.
e.

(s)

(6)

(1)

(21
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(3) Kctentuan pemlerian liin Belajar Pegawai H.arian Lepas dan Ho,orcr.adaleth sebagai bertkut :
a' Mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan sKpD a.tau pejabatberwenang lainnya ditempat pegawai Harian Lepas dan Honorerbekerja; rrqrrclrr LcPas q

b' Tidak meninggallan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pehdidikanyang sedang diikuti, pegawai H;; Lepas a"r, 
-Horrore, 

dapatrneninggalkan jabatan sebagian ..tt" t"rja atas Lin pimpinan sKpDatau pejabat berwenang rainnya ait"mpai pegawai Harian Lepas danHonorer bekerja;
c Blavl pendidikan ditanggrng oleh Pegawai Flarian Lepas dan Honoreryahg bersangkutan.

Bagian Keempat
pemberhentian

Pasal 14

(1) Pegawai Harian Lepas dan Honorer dapat diberhentikan, apabila :a. Jangka waktu pet'anjian kerja berakhir;
b. Meninggal dunia;

Mencapai Batas usia pensiun 5g (rima puluh derapan) tahun;Atas permintaan sendiri;
e. sengaja memberikan keterangan/pernyataeur/bukti yang tidak benarpada saat melamar;
f. Adanya kebijakan rasionalisasi atau pengurangan pegawai karenapenyerderhanaan organisasi, kemampu.ri' k"r"ngan ?aerah yangtidak memungkinkan atau pertimbangan perti*u"rrg.r, r.i., yangmendasari;
g. Diterima menjadi Calon pegawai Negeri

Pi:merintah dengan perjanjian Kerja p3h;h Tidak cakap jasmani j"r,l"t^i, 'rotrani
mEnjalankan tugas dan kewajiban sesuai
disepakati;

i. Tldak melaksanakan kewqjiban;j. Melanggar larangan;
k. Melakukan tindakan indisipliner.

c.
d.

Sipit dan/atau pegawai

(2t

(4)

sehingga tidak dapat
perjanjian kerja yang

Pegalfar H.*r* Lepas dan Honorer ya.ng diberhentikan tidak diberikanuang benghargaan atau sejenisnya.

Pembefhentian pegawai Harian Lepas da* Honorer sebagaimana
dimaltsud pada 

"y.t 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
GAJI / UPAH

Pasal 15

l.gtY* Harian l,epas dan Honorer yang di1>ekerjakan mendapatkan
hak befupa gaji/upah dan;

Besarnya gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada-peraturan Bupati
tentang Pedoman Pen5rusunan ApBD yang berletku pada saat itu;

Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang tidak melaksanakan tugastidak diberikan gaji/upah;

(1)

(2)

(3)

Page 12 of L9



BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

(1) Pegawai l{arian Lepas dan Honorer mempunyai hak sebagai berikut :
a. Hak atas gaji/upah;
b. Penghasilan lain yang sah;
c. Hak atas cuti;
d. llak atas Jaminan Kesehatan (BPJS).

(2)

(3)

(1)

(2)

Hak atas gaji sebagaimana dimaksud pada ayat
apabila telah secara nyata menjalankan tugasnya.

Besarrrya gaji/upah sebagaimana dimaksud pada
tertuang dalam keputusan penga.ngkatan sebagai
dan Honorer;

(1) huruf a, diberikan

ayat (21, sebagaimana
Pegawai Harian Lepas

(a) Gaji/upah diterima terhitung sejak saat pertama kali melaksanakan
tugas,

Pasal 17

Apabila Pegawai Harian Lepas dan Honorer tidak dapat melaksanakan
tugas karena sakit atau melahirkan yang dinyatakan dengan surat
keterangan dokter, cuti atau alasan lain yang sekiranya dapat
dipertanggungiawabkan dan dinyatakan dengan surat pemberitahuan
kepada Pimpinan unit satuan Kerja, maka kepadanya tetap
diterimakan gaji/upah sebagaimana mestinya.

Ijin dapat diberikan setelah mendapat ijin dari pimpinan.

Pasal 18

Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksr.rd dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b, diberikan sepanJang tersedianya anggaran pada Unit Satuan Kerja
masin$-masing.

Pasal 19

Hak atad cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal L6 ayat (1) huruf c,
terdiri dati :

a. Cuti Tahunan, dengan ketentuan bahwa Pegawai Harian Lepas dan
Honorer yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan, lamanya cuti
tahunan adalah t2 (dua belas) hari kerja setelah dikurangi cuti
bbfsama, serta tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka -waktu

kuiang dari 3 (tiga) hari serta cuti tahunar, yang ti-aat diambil dalam
tahi.rn tersebut tidak dapat digantikan pada tahun berikutnya dengan
ketentuan tidak mendapatkan gaji/upah.

b. Cutl Sakit, dengan ketentuan 
""U"'g"i 

berikut :

1. Setiap Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang menderita sakit
berhak atas cuti sakit dan diberikan untuk waktu paling Lama 2
(dua) bulan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan.

2. Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang sakit lebih daxi 2 (dua)
hari sampai dengan L2 (dua belas) hari, harus mengajukan
permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pimpinan Unit
Satuan Ke{a yang bersangkutan dengan melampirkan surat
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keterangan dokter, baik dokter pemerintah maupun dokterswasta.
3' Pegawai H1'.t, kpas dan Honorer yang menderita sakit lbbih dari12 (dua belas) hari, harus meng4utai cuti sakit secard tertuliskepada pimpinan unit satu"r, x"13" yang u"r..rrgt t* denganmelampirkan surat keterangan aomir Uait dokilr pernerintah

maupun dokter swasta dan disertai foto copy hasil pemeriksaan. laboratorium serta diagnosanya.
4, Pegawai Harian kpas ian Honorer yang menderita sakit lebih dari3 tlgP 

. 
bulan, harus druji kembali fesehatannya oleh dokter,

apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan tirnyata pegawai

" Harian kpas d.an Honorer belum sembuh dari penyakitnya dan
tidak ada kemungkinan lagi untuk dapat bekerja k"*b*ti, maka ia
diberhentikan sebagai pegawai Harian Lepas dan Honorer.c. Cuti Bersalin, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Harian Lepas dan Honorer wanita berhak atas cuti
bersalin.

2. Lamanya cuti bersalin adalah g (tiga) bulan terhitung sejak 1
(satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulai setelah
persalinan.

Bagran Kedua
Kewajiban
pasal 20

Setiap Pegawai Harian Lepas dan Honorer wajib :a. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila,
1945, Negara dan Pemerintah;-

Undang-Undang Dasar

b. mSggutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan send.iri,
sCorang, dan/atau golongan;

9. rletilunjung tinggi kehormatan Bangsa, Negara dan pemerintah;
d. rlgmegang rahasia jabatan yang *"rrurit sifatnya atau menumt

pEfintah han s dirahasiakan;
e. rrlernperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik

yatig langsung menyangkut tugas kedinasern maupun yang berlaku
uifium;

f. mslaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya penuh
pdfigabdian, kesad*"r, dan tanggung jaiab;

g. mirsuk keda dan mentaati ketentuan jam kerja;
h. mOmberikan pelayanan sebaik-baikw" kepada'masyarakat;
i' Pqllggu"akan dan memelihara barang *itit ttegara dengan sebaik-

baiknya;
j. pehtaati peraturan kedinasan yang ditefttpkan oleh pejabat yang

benrenang;
k. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk

kelientingan Negara;
l. Uelpakaian rapi, sopan santun, memiliki etika/tata krama serta

belslkap, bertingkah laku yang baik terhadap masyarakat, rekan
kerJa dan atasan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 2 1

Setiap Pegawai Harian Lepas dan Honorer dilarang :

a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat
Negara atau Pemerintah Kabupaten Katingan.

b. menyalahgunakan wewenang.
c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik

Negara atanr Pernerintah Kabupaten Katingan.
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d. rnemiliki, me*jual, memberi, 
- menggadaikan, menyewakan at.u

3emlnj amkal barang- barang, dokumerr-"t",, surat-surat berharga milikNegara atau pemerintah Kabupaten Katingan secara udak sah.e' metakukan kegiatan bersarna dangan atalan, teman sejawat atgu oranglaifl didalam atau diluar ri"gr."rig""-rcr]""ya dengan tujuah untukkzuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secia langsrlng atau
Id+ hngsung merugikan Negara atau pemerintah -'K;;p;;;
Katlhgan.

f. mefldrima hadiah atau sesuatu pemberia' berupa apa saja dari
siapSpun jgs" yang diketahui atau patut dapat diduga bahwapemberian itu bersangkutan atau mungkin Uer"angtut"n d.engan
pekefiaan Pegawai Harian kpas dan Honorir.g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan ataumartabat Pegawai Harian kpas dan Honorer, kecuali dalam kapasitas
bertugas.

h. bertindak sewenang-wen€mg.
i. menghalangi bedalannya tugas kedinasan.j. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui

oleh Pegawai Harian Lepas dan Honorer untuk kepeniingan pribadi,
golongan atau pihak lain.

k. melakukan pungutan tidah sah dalam bentuk apapun juga dalam
melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, gotorrgan- 

"Lu pihak
Iain.

l- melakukan suatu tindakan atau tidak melaktrkan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayanl
sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang ahayani.

m. memberikan dukungan kepada calori Presiden/fraki1'presiden, Dewan
Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilah Daerah, Calon Kepaia/Wakil
I"p.S" Daerah, atau Dewan penrakilan Rakyat Daerah dengan cara :1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. hrel-rjadi peserta kampanye deng; rrrlrrggurrakan atribut partai atau

htiibut Pegawai Harian kpas dan Honorer;
3. Fgbagai pEserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Harian

L,bpas dan Honorer lainnya; dan/itau
4. bebagai peserta kampanye dengan menggunakan f,asilitas Negara;

Pasal 22

(1) Pegawai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan pemerintah
Kabtlpaten Katingan dilarang mencemarkan n€rma instansi/institusi
dan liama pribadi;

(2) Pegd$ai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah
Kabllpaten Katingan tidak boleh melakukan tindakan asusila dan
bert€ntangan dengan ketenhran hulmm lainnya.

:.
,,t 

Pasal 23

(1) Pegd*bi Harian L,epas dan Honorer berkedudukan sebagai pegawai yang
bertUg[as untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sJcara
profeslonal, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas
pemerlntah dan pernbangunan.

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pegawai Harian L,epas dan Honorer di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Katingan harr.s netral dari pengaruh semua golongan dan
partai politik serta tidak diskriminatif dalarn memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
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(3) untuk rnenjarnin netralitas Pegawai Haria' Lepas dan H<l,r:rer. diLingkungan Pemerintah Kabupate"-r"tilg*, sebagair,ana dinraksudpada ayat (21, pegawai Harian I*p*;-;; Honorer ditarang menjadiarlggota dan atau pengurus partai potiUt .

Pasal 24

Pegawai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan pemerintah KabupatenKatrn gah dilarang menggunakan, memprod-uksi, mengedarkan, mengimpor,rnemifild, menyimpan -fan/atau 
membawa Pisikotropika dan Narkotikaserta bahan-bat an lain yang berbahaya.

HUKUBT'A?EI!,rr,*
Pasal 25

Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang tidak menaati ketentuan
sebagaimana dimaksud daram pasal 20, pasJ 21, pasal 22, iasal 23, 6anPasal 24 dijatrthi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Ketentuan
Perundang- Undangan yang berlaku.

pasal 26

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiptin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hlryf 
_ 
b, berupa pemberh"rrti.r, pembayaran sementara

gaji/upah/pendapatan lain yang sah menurut peraturan berlaku.

(a) Jenib hukuSan disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari :

a. pertrberh_etian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pe$awai Harian Lepas dan Honorer;

b. 4ethberhetian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Harian 6pas
dan Honorer.

pasal2T

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan
jam ketl'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, d,an pasal 2g dihitung
secard, kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Pelarrggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan
jam keda sebagaima.na dimaksud pada ayai 1t; apabila kehadirannya
kurang dari 75o/o dikenakan pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri, dan apabila kehadiran kurang dari 50% dikenakan
hukuman disiplin diberhentikan tidak dengan hoimat sebagai pegawai
Harian Lepas dan Honorer.

(1)

(2)
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pasal 2g

Pegawai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan pemerintah KabupatenKatingafi yarrg terbukti dengan keputusari pengrdilan memiliki kekuatan
l:*T-_,.Tp_. (;" kracht uan seuiisdel metaigsar i"""i zs, diiatuhihukunldn disiplin berat berupa pemberhentian- tidak dengan hormat
39!ts"i, Peqaw3r Harian Lepas- dan Honorer di l,insku"g"n pemerintah
Kabupaten Katingan.

Pasal 29

Pegawai llarian Lepas dan Honorer yang dicalonkan sebagai Anggotd Dewan
Perwakilan Ralqyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan F.r*"tlt.r, Daerah
Provinsi, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten/Kota dan/atau
sebagai pengurus /anggota' partai politik harus mengundurkan diri sebagai
Pegawai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupalen
Katingan.

Pasal 30

Untuk menjamin netralitas Pegawai Harian kpas dan Honorer serta
birokrasi pemerintahan, maka perlakuan terhadap Pegawai Harian Lepas
dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten XaIngar. yang menjadi
anggota dan atau pengurus partai politik termasuk yang auaut dalam
lembaga legislatif adalah sebagai berikut :

a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Harian I-epas dan
Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan apabila
sebelum menjadi,anggota/pengurus partai potitit dan anggota legislatif
meniberitahukan kefrda pi:"u.t yan; berwenang.

b. dibeihentikan tidak de"git hormat febagai Pegawai Harian Lepas dan
Honpfer di Lingkung.rr" p"*"rintahan -i<abrriaten 

x"tirrg"r, apabila
sebeluin menj.adi anggota/pengurus partai politik dan angg6ta legislatif
tidal( tnemberitahukil rcb'aaa"pejabat y*gi.r*"nang. w'

. BAB IX
PF^IABAT YANG BERWENANG

.. MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
pasal 31

Kepala flatuan Kerja Perangkat Daerah berwenang memberhentikan
Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang melanggar sebJgaimana ketentuan
dalam epd 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan pasal 24, dala;61r haJ
tertentu Bupati dapat memberhentikan Pegawai Harian Lepas dan Honorer
serta Kepala SKPD diberikan sanksi oleh Bupati selaku Pejabat Pembina
Kepegawalan Daerah.

,, pasal 32

(1) Sebeluin Pegawai Harian Lepas dan Honorer dijatuhi hukuman disiplin
t9!i"p. ata:al langsung wqiib memeriksa terleb-ih dahulu pegawai Vang
didugh melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertutup dan hasilnya dituangkan dalarn bentuk berita acara
pemeriksaan.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kewenangan untuk menjatuhkan hukum€ut disiplin kepada Pegawai
Harian Lepas dan Honorer tersebut menrpakan kewenangan :
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a. atqsan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut
wqiib menjatuhkan hukuman aisiptirr.

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebur wajib
melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 33

Dalam tnelakukan pemeriksaan pejabat yang benvenang menjatuhkan
hukunran dapat mendengar atau meminta lieterangan a.ri oiang lain
apabila dipandang perlu.

'' 
Pasal 34

.:
(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai
Harian Lepas dan Honorer yang diperiksa.

(2) Dalam hal Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang diperiksa tidak
bersedia menandatangani berita acara pr:meriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), berita acara perneriksaan tersebut tetap
dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

BAB X
KEBERATAN ATAS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 35

Pegawai llarian Lepas dan Honorer yang dijatrrhi salah satu jenis hulnrman
disiplin dapat mengqiukan keberatan kepada pejabat yang berwenang
menghukum melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Pasal 36
i:,

Kebdratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diajukan secara
tertit-lls melalui saluran hirarki.

Dalaili surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diniUat alasan-alasan dari keberatan itu.

(l)Apdqila ada keberatan dari Pegawai Harian kpas dan Honorer yang
dijatuhi hukuman disiplin maka pejabat yang berwenang menghukum
yarlg . bersangkr.rtan memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang bersangkutan
setelah dibahas oleh Tim BAPEK melalui rapat.

121 f"nfgapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
tert[lis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum yang bersangkutan.

Pasal 38

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat,
memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan ditetapkan
dengan keputusan Atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

(t)

(2)

(1)

(2)
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, BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang timbul sebagai akibat
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Katingan.

rlitetapkan Perattrran ini
Belanja Daerah Kabupaten

(1)

BAB xII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4O

Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai
di SKPD masing-masing guna terpeliharany; kelancaran p.Lk"*"*
tugas.
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sKpD
membentuk rim Pengawas Internal terhada.p kineda pegawai Harian
Lepas dan Honorer.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUT'

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati
Katingan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedornan Umum pengangk.l"t
dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peratufdn Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahk; pengundangan
Peratufan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada t4nggal ts tember 2O16
BUPATI

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundarlgkan di Kasongan
L9 September 20L6
DAERAHKAE}UPATEN KATINGAN,

pMus
A DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUI\I

(2)
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